BUPATI BARITO KUALA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 92 /KUM/2024

TENTANG

TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH

Menimbang :

Mengingat :

a.

1.

KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

BUPATI BARITO KUALA,

bahwa dalam rangka menjamin kualitas penyelenggaraan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, perlu dibentuk Tim
Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Daryrat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi ELektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6905);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6400);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik;
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun
2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020
Nomor 2);

15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 119 Tahun 2021
tentang Pedoman Audit Internal Teknologi Informasi dan
Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Berita
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 119).

MEMUTUSKAN :

: Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan
ini.

: Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan

tugas sebagai berikut :

a. Menyusun Rencana Audit guna menentukan prioritas-
prioritas dalam kegiatan Audit Internal Teknologi Informasi
dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b. Melaksanakan Audit Internal Teknologi Informasi dan
Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai
dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 119 Tahun
2021 tentang Pedoman Audit Internal Teknologi Informasi dan
Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala serta
peraturan perundangan dan standar umum terkait Audit
Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik yang berlaku.

c. Menyusun laporan hasil audit dan rekomendasi tindak lanjut,
serta menyampaikan laporan kepada Bupati melalui
Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

: Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati

Barito Kuala Nomor 188.45/759/KUM/2021, tanggal 8
Nopember 2021 tentang Tim Audit Internal Teknologi Informasi
dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dinyatakan tidak berlaku

lagi.

B Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 18 Januari 2024
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Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 92 /KUM /2024
Tanggal 18 Januari 2024

KEANGGOTAAN TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

Penanggung-jawab: Koordinator SPBE (Ketua Tim Koordinasi SPBE)
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Barito Kuala
Ketua : Kepala Bidang Layanan E-Government, Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
Anggota
No. Nama NIP SKPD
1 | Bani Sholihin, SE, M.SI 19730417 200604 1 015 | Inspektorat
2 | Masaryansyah, M.Kom 19731030 199903 1 005 | Inspektorat
3 | Akhmadi, ST 19780312 200904 1 002 | Diskominfo
4 | Rahmayadi, S.AP 19720214 199203 1 003 Diskominfo
5 | Dahman Faini, S.Kom 19730221 200604 1 002 Dinas Dukcapil
6 |Hj. Utami Noviasari, S.Pi, | 19730406 200604 2 016 | Bag. Organisasi,
MP Setda. Barito Kuala
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